
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
pasal 6 ayat (3) yang rnenentukan bahwa Sistern 
Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 
diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada 
pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja 
Atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam 
Implementasi Standar Akuntansi Pernerintahan 
Berbasis Akrual Tahun 2014 sampai dengan Triwulan 
III Tahun 2015 Pemerintah Ka bu paten Pringsewu 
Nomor 43/LHP/XVIIl.BLP/ 10/2015 tanggal 20 Oktober 
2015; 

BUPATI PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

'"·-·--· 

• 
Menimbang 

(''"". 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 34 TAHUN 2014 

TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 46 TAHUN 2015 

BUPATI PRINGSEWU ; 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia lj'Jomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4932); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
201 lNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2G 15 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah. Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

• 

' 



' I 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah] (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

• r'' 

c 

• 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Lentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
540); 

I 



SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. 
Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP 
Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK- 
SKPD. 

sebagai a) Langkah-langkah teknis, dilakukan 
berikut: 

5. Pemungutan pajak dapat didahului dengan 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun 
penyetoran langsung oleh masyarakat, terhadap 
kedua cara pemungutan terscbut pengakuan 
pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran 
oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah. 

I 

a. Ketentuan BAB III huruf C angka 5 diubah sehingga 
huruf C angka 5 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 
Pringsewu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuutansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu diubah 
se bagai beriku t: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 34 TAHUN 
2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN PRINGSEWU. 

MEMUTUSKAN: 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2010 Nomor 01); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

23. Peraturan Bupati Nomor 34iTahun 2014 tentang Sistem 
Akuntasi Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Serita 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 34); 

• ,¥ 

r: ..... ,; 

• 

Menetapkan 

I 



Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi 
kemudian akan menerima Tanda Bukti 
Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi 
PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan 
mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan" didebit 
dan "Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai 
rincian objek terkait)" di kredit dengan j urn al: 

I 
' 

b) Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi 
kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui 
ketika pembayarannya telah diterima. 

Piutan Paiak Daerah i .. xxx 
...__ __ P_e_n_d_a~~a~t-=-a~n;.....:P;.....:a~j..::..a::;:k;.....:D=....:::a..::..er:...:a:.::h~__;_· .:...:.·._--=LO xxx 

c 

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum 
dilunasi, PPK SKPD mencatat "Piutang Pajak 
Daerah (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan 
"Pendapatan Pajak Daerah-LO (sesuai rincian objek 
terkait)" di kredit dengan jurnal: 

~1R KP_P_K~D xxx_xxx~ 
Kas di Bendahara Penerimaan ~ • 

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan 
penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan 
Surat Tanda Seto ran (STS). Berdasarkan STS 
tersebut, PPK-SKPD mencatat "RK PPKD" di debit 
dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit 
dengan jurnal: 

Perubahan SAL xxx 
Pendapatan Pajak Daerah . . . - LRA xx.x 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD 
mencatat "Perubahan SAL" di debit dan 
"Pendapatan Pajak Daerah -LRA (sesuai rincian 
objek terkait)" di kredit dengan jurnal: 

... - LO xx.x Pendaoatan Paiak Daerah 
xxx Kas di Bendahara Penerimaan 

SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen 
sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah 
setelah dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi 
tersebut PPK-SKPD mengakui penclapatan pajak 
dengan mencatat "Kas di Beridahara Penerimaan" 
di debit dan "Pendapatan Pajak Daerah - LO 
(sesuai rincian objek terkait)" dengan jurnal: r 



Se bagai transaksi realisasi anggaran realisasi 
belanja pegawai, PPK-SKPD men ca tat "Belanja 
Pegawai" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit 
dengan jurnal: 

xxx Kas di Bendahara Pengeluaran 
xxx Be ban Pegawai LO :. 

,...._ ~, 

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti 
transaksi beban pegawai yang menggunakan uang 
persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, 
PPK-SKPD mencatat jurnal "Beban Pegawai-LO" di 
debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit 
dengan jurnal: I 

a) Belanja dan Behan Pegawai Menggunakan Uang 
Persediaan sebagai berikut: 

6. Belanja dan Behan Pegawai 

b. Ketentuan BAB III huruf D angka 6 diubah, sehingga 
huruf D angka 6 berbunyi sebagai berikut: 

Piutan Retribusi Daerah . . . ~ 
Penda a tan Retribusi Daerah . . . - L~ • 

Pada akhir tahun terhadap SKR yang belum 
dilunasi, PPK SKPO mencatat "Piutang Retribusi 
Daerah (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan 
"Pendapatan Retribusi Daerah - LO ( sesuai rincian 
objek terkait)" di kredit dengan jurnal: 

xxx 
xxx IRK PPKD 

Kas di Bendahara Penerimaan _ 
c 

Atas retribusi yang diterima tersebut akan 
dilakukan penyetoran ke Ka s Daerah dengan 
menggunakan Surat 1 Tanda Seto ran (STS). 
Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat 
"RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara 
Penerimaan" di kredit dengan jurnal: 

PerubahanSAL xxx 
I Pendapatan Retribusi Daerah . . . - LRA xxx 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap 
realisasi pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat 
"Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan 
Retribusi Daerah-LRA (sesuai rincian objek terkait)" 
di kredit dengan jurnal: 

- LO xxx Pendaoatan Retribusi Daerah 
xxx Kas di Bendahara Penerimaan 



Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti 
transaksi be ban. barang dengan menggunakan 
uang persediaan. Pengakuan beban barang yang 
menggunakan uang persediaan dilakukan 
berdasarkan bukti transaksi beban barang. Bukti 
transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk 
mencatat "Beban Barang dan Jasa (sesuai rincian 
objekterkait)" di debit dan "Kas di Bendahara 
Pengeluaran" di kredit dengan jurnal: 

1. Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang 
Persediaan: 

d) Belanja dan Beban Barang dan Jasa 

xxx 
xxx 

RK PPKD 
I Kas di Bendahara Pengeluaran c 

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan 
berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar 
bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Kas di Bendahara 
Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD'' di kredit 
dengan jurnal: 

c) Pengajuan Ganti Uang • 

Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya, 
yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai 
potongan atas Belanja Pegawai tidak c!icatat oleh 
PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi 
Akun tansi PPKD. 

xxx Perubahan SAL 
xxx t Belanja Pegawai 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap 
realisasi belanja pegawai, PPK-SKPD mencatat 
"Belanja Pegawai" di debit dan "Perubahan SAL" di 
kredit dengan jurnal: 

xxx RK PPKD 
xxx I Beban Peg~wai - LO 

b) Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS 

Pengakuan beban pegawai yang menggunakan 
mekanisme LS dilakukan berdasarkan SP2D LS. 
SP2D LS ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk 
mencatat "Beban Pegawai - LO" di debit dan "RK 
PPKD" di kredit dengan jurnal: 

I Belanja Pe~awai. xxx 
. Perub~han SAL xxx 

• 
1 • 



Sebagai transaksi realisasi .anggaran terhadap 
realisasi belanja, PP~-SKPD mencatat "Belanja 
(sesuai rincian objek terkait)" di debit dan 
"Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal: 

r--1-U_t_a_n ...... g __ B_e_l_a_n..._ja_B_a_r_a_n_..g....._ .. _. --xxx ~J 
1 RK PPKD xxx ~ 

'A 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan 
untuk pembayaran beban barang tersebut. 
Berdasarkan SP2D pelunasan utang beban 
tersebut, PPK-SKPDmencatat "Utang Belanja 
Barang ..... "di debit dan "RK PPKD" di kreditdengan 
jurnal: 

Beban Barang dan .Jasa ... xxx 
Utang Belanja Barang dan Jasa ... xxx c 

Pengakuan beban barang yang menggunakan 
mekanisme LS dilakukan herdasarkan Berita Acara 
Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima 
Barang tersehut menjadi dasar bagi PPK-SKPD 
untuk mencatat "Behan Barang dan Jasa (sesuai 
rincian objekterkait)"di debit dan "Utang Belanja 
Barang dan Jasa ..... "di kredit dengan jurnal: 

• 

2. Belanja dan Behan Barang dan Jasa Menggunakan 
Mekanisme LS 

xxx Peruhahan SAL 
xxx Belania Baran dan Jasa c 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap 
realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja 
Barang dan Jasa (sesuai rincian objek terkait)" di 
debit dan "Perubahan SAL" di kredit dengan 
jurnal: 

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 
Beban Persediaan xxx 

! 

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa 
belanja bahan pakai habis, belanja 
bahan/material, PPK-SKPD mencatat "Beban 
Persediaan" di debit dan "Kas di bendahara 
Pengeluaran" di kredit dengan jurnal: 

• l 

Beban Barang dan Jasa ,_xxx ____, 
Kas di Bendahara Penzeluaran xxx 



Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi 
anggaran, PPK-SKPD mencatat "Perubahan SAL" di 
debit dan "Belanja .(sesuai rincian objek terkait)" di 
kredit dengan jurnal: 

' I 
I -\, 

Dalam kasus terjadi penerimaan kernbali beban pada 
periode berjalan dan mempengaruhi posisikas, PPK- 
SKPD mencatat "Kas di Bendahara Pengeluaran" di 
debit dan "Behan (sesuai rincian objek yang terkait)" 
di kredit dengan jurnal: . 

e. Pengembalian Behan 

Behan Sewa xxx 
Behan Sewa Dibavar di Muka xxx 

RK PPKD xxx 

Apabila SKPD melakukan pern bayaran scwa yang 
masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran 
yang dicatat dengan pendekatan beban oleh 
pemerintah daerah, PPK-SKPD akan rnencatat 
"Behan Sewa" untuk mencatat beban tahun 
berkenaan dan "Behan Sewa Dibayar di Muka" 
untuk mencatat sisanya di debit dan "RK PPKD" di 
kredit dengan jurnal: 1 • 

4. Transaksi pembayaran biaya sewa yang rnasa 
manfaatnya lebih .dari satu tahun anggaran 

t 
j 

xxx RK PPKD 
xxx Kas di Bendahara Penzeluaran 

3. Pengajuan Ganti Uang 

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan 
berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini mcnjadi dasar 
bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Kas di Bendahara 
Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit 
dengan jurnal: I 

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai 
bruto. 

xxx 
xxx ~ Belan~a ... 

: Perubahan SAL : 



xxx 
xxx I Perubahan SAL 

Pendapatan LainnJ!i - LRA ./ 
Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi 
Akuntansi PPKD mencatat "Perubahan SAL" di debit 
dan "Pendapatan Lainnya-LRA" di kredit dengan 
jurnal: 

xxx 
xxx I Kas di Kas Daerah 

Pendapatan Lainnya -LO 

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak 
berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. 
Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD 
dimana Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas 
Daerah" di debit dan "Pendapatan Lainnya-LO" di 
kredit dengan jurnal: 

( 
' 

xxx Belanja ... 
xxx I Perubahan SAL • 

Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi 
anggaran, PPK-SKPD mencatat "Perubahan SAL" di 
debit dan "Belanja (sesuai rincian objek terkait)" di 
kredit dengan jurnal: 

xxx 
xxx 

t==PKD 
Beban ... 

Pada kasus seperti ini harus diidentifikasi terlebih 
dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja 
yang sifatnya berulang a tau tidak berulang. Dalam hal 
pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya 
berulang, PPK-SKPD mencatat"RK PPKD" di debit clan 
"Be ban (sesuai rincian obf ek terkait)" di kredit dengan 
jurnal: 

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada 
belanja-belanja yang terjadi di periode sebelumnya 
{pengernbalian dilakukan setelah laporan keuangan 
diterbitkan). 

I •• 

xxx Belanja ... 
xxx I Perubahan $AL 



A. BUDIMAN PM 
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 46 

z f 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal 2 nesember 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 2 Desember 2015 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati mt dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Pringsewu. 

Peraturan Bupati ini · mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

. / 

• 
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